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lahir dari itikad baik wakil rakyat. Tapi
sayang, niat baik saja tidak cukup. Isi

undang-undang itu malah mengec

AMANYA Amin Jala-
len. Dia hidup di

Desa Cikawung, Ke-

camatan Terisi, In-

dramayu, Jawa

3 Barat. Dia adalah
petani. Tapi seperti mayoritas pet-
ani lain di Indonesia, Amin tak pu-
nya lahan sendiri. Dia menggarap
lahan milik Perum Perhutani, lah- -

hel . Di 5
nyimpan harapan untuk menggarap
1at ilil iri.

“Kalau tidak ada keberanian
menggarap lahan milik negara, saya
mau makan apa,” kata Amin.

Harapan Amin sempat mem-

jslasi Nasional. Setelah tiga tahun
dibahas, pada 9 Juni 2013, akh-
irnya politikus Senayan menge-
Undang Perlind-

3 dan Pemberdayaan Petani.
Tapi lacur, alih-alih melindungi

memberdayakan petani gurem
seperti Amin, Undang-Undang itu
malah m Armin.

Salah satunya adalah yang
mewajibkan

sewa di lahan negara tanpa ada
kepastian apakah suatu hari lahan
tersebut dapat dimiliki. akan
disewakan lewat mekanisme lelang.
Penawar tertinggi akan mengga-
X an. Bi sewanya adalah S
kwintal gabah kering per 100 bata.
Jika menggarap 600 bata, maka

ewakan
rakyat.

Amin harus membayar sewa 30
kwintal atau 3 ton gabah.
Ketentuan itu akan membuat
tekor petani seperti Amin. Sebab,
dari 100 bata, petani maksimal han-
ya bisa memanen 3 kwintal gabah
‘tengah upaya p i

emerin-

“tah mengejar ambisi swasembada

pangan, petani kecil yang mengg- .
arap lahan terlantar milik negara
mestinya. mendapatkan insentif bu-
kan malah menanggung beban bi-
aya sewa di luar kemampuan.
“Kalau ada t

i e = ] Bk
Jumlah petani gurem seperti Amin
di Republik ini besar meski terus
menurun. Sensus Pertanian 2013
mencatat bahwa pada 2003 ma-
sih ada 19 juta petani gurem yang
menggarap lahan kurang dari seten- -
gah hektare. Namun pada 2013, ter-

sisa 14 juta saja. Di sisi lain, jum-

lah petani juga turun hingga 5 juta
rumah tangga. Jika sepuluh tahun
lalu masih ada 30 juta rumah tang-
ga petani, maka kini tinggal 25 juta
Penurunan jumlah petani gur-
erm menunjukkan semakin sulitnya
mereka mendapatkan akses kepa-
da lahan. Sementara itu, penyusu-
rumah di sektor
pertanian menunjukkan masyara-
kat semakin tak tertarik menggelu-
i sektor ini.
Maka, kebijakan menetapkan bi-
aya sewa atas petani gurem yang

menggarap lahan terlantar milik
negara dianggap membingungkan.
Padahal, lahan adalah jaminan ke-
hidupan dan kesejahteraan bagi
petani. Penelitian Sinar Tani (2010) -

- menunjukkan bahwa jika memi-

1liki lahan 1 hektare, maka petani
bisa mendapatkan penghasilan Rp
2,7 juta per bulan. Jika lahannya
2 hektare, petani bisa memperoleh
Rp5,48 juta per bulan. Pendapa-
tan lebih besar hingga Rp 13,7 juta
per bulan bisa didapatkan petani
jika lahannya mencapai 5 hektare.
Jelas jumlah yang cukup untuk hid-
up layak di desa.
Namun sayangnya,
sar petani di negeri i
daripada 60 persen,

sebagian be-
ini, atau lebih
adalah mereka

menggarap milik orang
jain atau lahan yang kurang dari
setengah hektare. Bandingkan den-
gan negara lain. Di Malaysia yang
luasnya jauh lebih kecil daripada
Indonesia, petaninya memiliki lah-
an rata-rata 4 hektare. Di Thailand,
petani paling sedikit memiliki lahan
5 hektare. Bahkan di Australia, 100
‘hektare rata-rata dimiliki seorang

" Tak heran jika petani Indonesia
dibelit kemiskinan struktural. Data
Badan Pusat Statistik Maret 2013
menyebut rakyat miskin berjum-
lah 28 juta jiwa, dan 60 persennya
adalah petani dap)lielua.rganya.

Maka, Amin pun berangkat ke
Jakarta untuk menggugat Undang-
Undang Perlindungan dan Pember-
dayaan Petani ke Mahkamah Kon-
stitusi. «Undang-Undang ini jahat

“karena tidak sesuai dengan Pasal”
33 Undang-Undang Dasar 1945,”

Undang-Undang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani bukan
satu-satunya produk legislasi DPR
yang mengecewakan rakyat kecil.
Produk lainnya adalah Undang-Un-
dang Pangan. Alih-alih melindun-
gi inisiatif dan inovasi rakyat, Un-
dang-Undang ini malah sudah me-
menjarakan petani yang kreatif
me ilkan ih sendiri di luar

produk benih milik korporasi besar.

Itu dialami oleh Kuncoro, pet-
ani jagung asal Kediri. Dia harus
mendekam tujuh . bulan di dalam
terungku setelah menghasilkan
benih jagung sendiri. Sebuah ko-
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